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Abstract: This study was aimed at explaining comprehensively the social 
participation, especially from religious leader or Ulama in composing District Rules 
(Perda) on Traditions. This is a nondoctrinal study with a qualitative method. Data 
were collected through interviews, observations, and document studies with socio- 
legal approach. Data were analyzed using interactive cycles of Strauss and J Corbin. 
The result showed that: the participation of religious leaders (Ulama) in composing 
Perda was at the level of tokenism, meaning that it seemed they had a participation 
in the activity, but it was not a real participation. They were invited to at the dicussion 
on development planning and socialization of the Perda. The problem related to 
the application of this system of participation was that the government bureaucracy 
was still not transparent and participative. Culturally, there was a patron-klin tradition, 
i.e. the government was the patron or designer that determined the pattern, while the 
society realized what had been patronized by the government. It is necessary to 
build a responsive and participative law of bureaucracy both from the government 
and ulama. It can be realized if there is a continuous communication between the 
government and ulama. 
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A. PENDAHULUAN 

Demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, demos 
yang berarti rakyat dan kratia atau kratos yang berarti peme- 
rintahan. Pada perkembangannya Abraham Lincoln, mengarti- 
kannya sebagai government of the people, by the people, for the people, 
yaitu sistem pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, baik yang 
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bersifat langsung (direct democracy) maupun demokrasi dengan 

sistem perwakilan (representative democracy). Hal ini sama dengan 

yang diungkapkan Giddens! bahwa demokrasi pada dasarnya 
mengandung makna bahwa suatu sistem politik di mana rakyat 

memegang kekuasaan tertinggi. 
Di dalam praktiknya, demokrasi yang di negara kita kemudian 

diimplementasikan dengan salah satunya adalah Otonomi Dae- 

rah, masih jauh dari yang diharapkan, bila kita melihat kenyataan 

saat ini, karena hampir dalam semua sistem berjalannya negara 

ini berjalan tidak demokratis. Penguasa yang kita harapkan 

sebagai pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum ter- 

wujud. Penguasa seringkali bertindak sewenang-wenang, bahkan 

terlebih lagi kekuasaannya dipergunakan sebagai alat untuk 

menindas rakyat, dan untuk mempertahankan kekuasaan, sering 

pula mengambil alih hak-hak rakyat sehingga dapat menguasai 

aset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini ternyata bukan 

mewujudkan kesejahteraan rakyat melainkan menimbulkan 

kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok miskin dan 

kaya. 

Pembangunan selama ini ternyata menciptakan ketidak- 

berdayaan, baik individual maupun kelompok di segala bidang 

kehidupan masyarakat (social, economy, and political disempo- 

werment). Ketidakberdayaan membatasi akses ke sumber daya 

negara, mempersulit keadilan, hilangnya posisi tawar sehingga 

rakyat semakin lemah. Ketidakberdayaan masyarakat tersebut 

meliputi hampir di semua bidang kehidupan. Tanpa pember- 

dayaan masyarakat dan partisipasi dari civil society (masyarakat 

sipil) maka tujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan 

sejahtera semakin jauh dari jangkauan.’ 

Manifestasi civil society dalam kehidupan adalah jaringan- 

jaringan pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup 

mulai dari rumah tangga (/ouselold), organisasi-organisasi suka- 

rela termasuk parpol dan berbagai organisasi atau asosiasi sosial, 

termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan 

keagamaan dan sosial, paguyuban-paguyuban daerah, dan juga 

kelompok-kelompok kepentingan (interest group) yang dibuat oleh 

masyarakat di luar pengaruh negara.* 
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Berdasar praktik demokratisasi di era otonomi daerah saat 

inilah, maka peran ulama sebagai tokoh masyarakat muslim 
sebagai bagian dari civil society yang potensial, sangat diperlukan, 

untuk menyuarakan berbagai kepentingan-kepentingan masya- 

rakat pada umumnya dan umat Islam khususnya dalam meng- 

hadapi perubahan lingkungan, sosial, teknologi, politik, hukum, 
budaya, dan sebagainya. Dalam hal ini, ulama merupakan golo- 

ngan yang berperan serta sebagai bagian dari civil society yang 

bersama-sama dengan pemerintah merencanakan dan mengawal 

dalam pembentukan sistem-sistem baru, seperti sistem nilai, sistem 

hukum, sistem kelembagaan, dan perilaku masyarakat menuju 

ke arah perubahan yang lebih baik (magasid al-syariah), yaitu 
kebahagiaan manusia, yang dapat dijabarkan dalam kemas- 
lahatan, kenikmatan, keadilan, dan rahmat. 

Pada tatanan pemerintah yang demokratis, partisipasi ma- 
syarakat dapat berbentuk keikutsertaan dalam memutuskan 
kebijakan-kebijakan publik seperti Peraturan Daerah. Ulama 
sebagai bagian dari civil society dapat berperan dari mulai proses 
perancangan peraturan sampai diberlakukannya suatu peraturan. 
Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat 
menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah 
jelas pengaturan mengenai kewajiban pemerintahan daerah untuk 
memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
Perda tersebut. 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pasal 139 (1) Tentang 
Pemerintahan Daerah terdapat ketentuan bahwa masyarakat 
berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam 
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penjelasan 
Pasal 139 (1) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam 
ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib 
DPRD. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk 
partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka 
menciptakan good governance. Oleh karena itu, pelaksanaan 
partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perun- 
dang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara lebih jelas. 

Melihat persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, Kabu- 
paten Banyumas sebagai fokus kajian yang juga merupakan 
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daerah otonom, diberikan kewenangan penuh untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri, termasuk membuat kebijakan dan 

peraturan-peraturan daerah. Kehidupan daerah Banyumas yang 

kental dengan nilai-nilai keagamaan memunculkan kelompok- 

kelompok keagamaan berupa organisasi-organisasi agama, baik 
itu yang bersifat formal maupun non-formal. Dalam organisasi 

keagamaan Islam, terdapat organisasi Majelis Ulama Indonesia 

cabang Banyumas (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama 

(NU), Dewan Dakwah, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Adapun 

yang non-formal, berupa pengajian-pengajian di masjid-masjid 

maupun di rumah-rumah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sangat penting 

untuk melakukan penelitian tentang peran ulama dalam pem- 

bentukan peraturan daerah dan bagaimana pemerintah daerah 

di Kabupaten Banyumas mengimplementasikan prinsip partisi- 

patif yang juga merupakan salah satu dari prinsip good governance 

dalam melibatkan masyarakat terhadap penyusunan kebijakan 

di daerah tersebut. Permasalahan menarik untuk diketengahkan, 

yaitu: (1) bagaimanakah partisipasi ulama dalam pembentukan 

Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas? (2) apakah kendala 

yang dihadapi pada penguatan partisipasi ulama dalam pemben- 

tukan Peraturan Daerah? (3) bagaimanakah bangunan ideal par- 

tisipasi ulama dalam pembentukan Peraturan Daerah untuk 

mewujudkan masyarakat madani yang kuat di era demokrasi? 

B. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUMAS 

BERDASARKAN AGAMA 

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 

sebanyak 1.656.375 jiwa dan berdasarkan agama yang dianutnya, 

tercatat penduduk beragama Islam sebanyak 1.625.055 orang 

(98,11%), Kristen sebanyak 12.206 orang (0,73%), Katolik se- 

banyak 14.781 orang (0.89%), Hindu sebanyak 1.183 orang 

(0,071%), Budha 2.404 orang (0,145%), Konghucu dan lain-lain 

sebanyak 746 orang (0,054%).' Adapun sarana-prasarana per- 

ibadatan berupa tempat ibadah di Kabupaten Banyumas tercatat 

sebanyak 8.123 buah, terdiri dari Masjid 1.805 buah, Musholla 
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917 buah, Langgar 5.286 buah, Gereja Kristen 82 buah, Gereja 

Katolik/Kapel 14 buah, Pura 1 buah, Vihara 15 buah dan Klen- 

teng 3 buah. ° 

C. PRODUK HUKUM DAERAH 

Kabupaten Banyumas yang secara yuridis telah terbentuk sejak 

tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling- 

kungan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka mewujudkan ma- 
syarakat Banyumas yang adil dan makmur, telah melakukan 
berbagai upaya pembangunan di bidang hukum untuk menjamin 
terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum, 
melalui pembentukan produk-produk hukum daerah, khususnya 
Peraturan Daerah. 

Kinerja lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Banyumas 
di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) 
telah memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, baik 
secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari 
proses penyusunan Perda dengan mekanisme yang makin tertib, 
terarah, dan terukur sesuai dengan PUU yang berlaku. 

Berdasarkan Buku Agenda Perda yang ada pada Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mulai tahun 
1952 sampai dengan tahun 2011 (lebih kurang 59 tahun) telah 
dihasilkan Perda sebanyak 736 buah, dengan perincian Perda 
yang sudah dicabut sebanyak 133 buah, yang sudah dirubah 
sebanyak 119 buah, yang masih berlaku sebanyak 190 buah, dan 
yang sudah tidak berlaku sebanyak 294 buah.° 

D.PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT 
DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM 
DAERAH 

Otonomi daerah dalam tataran peraturan perundang-unda- 
ngan menempatkan partisipasi rakyat melalui aspirasi masyarakat 
sebagai satu dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi 
masyarakat dalam undang-undang untuk selanjutnya diatur 
dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
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tentang Pemerintahan Daerah beserta Penjelasannya dapat dike- 

tahui bahwa Pertama, Masyarakat berhak memberikan masukan 

dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. 

Kedua, Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan 

atau tertulis. Ketiga, Hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Selanjutnya, Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan telah menentukan bahwa agar dari suatu 

proses legislasi dapat dilahirkan Perda yang ideal, maka pem- 

bentukan Perda harus berdasarkan asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undang yang baik. 

Masyarakat atau publik itu sendiri berasal dari berbagai 

kalangan seperti masyarakat umum, akademisi, profesional dan 

praktisi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasya- 

rakatan dan lain-lain. Dengan adanya partisipasi publik maka 

akan mendorong dua hal. Pertama, terciptanya komunikasi publik 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses 

pengambilan keputusan pemerintah. Kedua, keterbukaan informasi 

pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan 

gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif 

terhadap suatu isu. 

Partisipasi juga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik 

dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan 

akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang 

dilakukan oleh pemerintah. Menurut Sirajuddin, terdapat sedi- 

kitnya delapan prinsip mengenai optimalisasi partisipasi 

masyarakat di dalam proses pembentukan suatu Peraturan 

Daerah, adalah sebagai berikut. Pertama, adanya kewajiban 

publikasi yang efektif; kedua, adanya kewajiban informasi dan 

dokumentasi yang sistematis, bebas, dan accessible; ketiga, adanya 

jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses sejak tahap 

perencanaan; keempat, adanya prosedur yang menjamin publik 

bisa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah selain anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah; kelima, ada- 

nya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib 

tersedia dan accessible seperti naskah akademik dan Rancangan 
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Peraturan Daerah; keenam, adanya jaminan banding bagi publik 
bila proses pembentukan Peraturan Daerah tidak dilakukan secara 
partisipatif; ketujuh, ada pengaturan jangka waktu yang memadai 
untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah, dan diseminasi Peraturan Daerah yang telah 
dilaksanakan; dan kedelapan, ada pertanggungjawaban yang jelas 
dan memadai bagi proses pembentukan Peraturan Daerah yang 
dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpar- 
tisipasi. 

Sebuah pemerintahan yang baik (good governance) dan demo- 
kratis harus menjamin terealisasinya prinsip-prinsip tersebut. Ada 
beberapa bentuk upaya menjaring partisipasi masyarakat yang 
dapat dilakukan oleh pembentuk Peraturan Daerah dalam pem- 
bentukan Peraturan Daerah, Pertama, melakukan penelitian 
terpadu sebelum perancangan Peraturan Daerah; kedua, meng- 
gelar public hearing materi yang akan diperdakan (hal ini bisa 
dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi juga bisa 
dilakukan dengan cara turun langsung ke tengah-tengah masya- 
rakat terkait (stakeholder); dan ketiga, memberikan kesempatan 
kepada warga untuk mengikuti persidangan di kantor DPRD 
(dengan membuka informasi jadwal sidang pembentukan perda 
tersebut). Jika kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi par- 
tisipasi masyarakat telah terpenuhi maka juga menjadi kewajiban 
masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara 
efektif agar dapat menjadi kekuatan kontrol dan menjadi penga- 
was bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.’ 

E.PARTISIPASI ULAMA DALAM PENYUSUNAN 
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN 
BANYUMAS 

Peraturan Daerah atau Perda, tidak lain adalah sebuah kebi- 
jakan publik yang tidak bisa lepas dari pergulatan kepentingan 
dan persaingan untuk merealisasikan agenda-agenda antar- 
stakeholder yang menyertai dalam prosesnya. Perjalanan sampai 
disahkannya Perda oleh DPRD setempat adalah terlalu sederhana 
untuk dipahami sebagai sebuah proses linier yang miskin dinamika 
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yang kemudian serta-merta menghasilkan sebuah produk 

kebijakan publik. 
Kompetisi dalam mendesakan agenda-agenda kebijakan serta 

munculnya stakeholder-stakeholder yang berupaya mendesakkan 
nilai-nilai baru untuk diinternalisasikan dalam produk kebijakan, 

sementara juga terdapat stakeholder-stakeholder lain yang tetap 
mempertahankan nilai-nilai lama, adalah hal yang tidak bisa 

dihindari dalam sebuah proses “lahirnya” sampai berjalannya 

kebijakan publik. 
Apabila disimak secara mendalam, proses lahirnya Perda 

Kabupaten di Kabupaten Banyumas mempunyai dinamika yang 

merefleksikan adanya pertarungan agenda kepentingan yang 

diperjuangkan oleh masing-masing stakeholder yang terlibat dalam 

proses lahirnya kebijakan tersebut. Tentunya tiap stakeholder 

mempunyai argumen dan nilai-nilai yang mendasari upaya 

mereka dalam mendesakan agenda berkaitan dengan lahirnya 

Perda-Perda tersebut yang seringnya bernilai ekonomis sangat 

tinggi untuk dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Untuk itu, 

peranan stakeholder dalam hal ini masyarakat sangat diperlukan 

sebagai penyeimbang antara berbagai kepentingan-kepentingan 

tersebut. Salah satu unsur dari masyarakat tersebut adalah para 

tokoh masyarakat dan ulama di Kabupaten Banyumas. Berda- 

sarkan hasil penelitian keikutsertaan para ulama yang diwakili 

oleh berbagai organisasi masyarakat Islam di Banyumas dalam 

penyusunan Perda adalah dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Tahap Penyusunan Peraturan Daerah di Kab. 

Banyumas 

  

Keterlibatan Ulama 

Fase/Tahapan Aktivitas 
Komponen Ter- sebagai bagian dari 

  

da Kab. Banyumas 

libat stakeholder 
masyarakat 

Pengembangan wacana | Penggalian ide-ide ten- | 1-Dinas terkait = 

dan opini mengenai | tang akan dibentuknya | 2.Bappeda Kab. 

akan dibentuknya Per- | Perda Banyumas 

  

TOR 

    
Pembuatan — Proposal 

Perencanaan dari ma- 

sing-masing Dinas 

1.Dinas terkait 

2.Bappeda Kab. 

Banyumas       
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Keterlibatan Ulama 

  

Fase/Tahapan Aktivitas Soon Ter: ehsge geome 

masyarakat 

Review existing Review keadaan  ber- | Dinas Dinas ter- 

bagai_ kegiatan  ber- | kait, misalnya: - 

dasarkan kondisi exist- 

ing saat ini 

1.Perindustrian 

2.Pariwisata 

3.Pertanian 

4.Perhubungan 

5.Bina Marga 

6.Perdagangan 

7.Pertanahan 

8.Kehutanan 

9.Pemilik modal 

dan lain-lain 
  

Diskusi dengan para 

stakeholder yang me- 
libatkan masyarakat 

dan LSM 

- Diskusi dengan ma- 

syarakat tentang ber- 

bagai kegiatan yang 
akan dilakukan di 

daerahnya dari _ber- 

bagai kegiatan  dinas- 

dinas 

1. Masyarakat 

2, Stakeholder ter- 
kait: seperti pe- 

ngusaha, dan se- 

bagainya 

3. Dinas terkait 

  

Perumusan draft -Perumusan awal Ra- 1.Dinas Terkait 

  

  

perda 2.Bappeda 
-Penyusunan Naskah | 3.Akademisi 

Akademik 
Draft Raperda RTRW 

Diskusi Publik Launching Draft Raper- “ 

da RTRW, Mensosia- | 1.DPRD 

lisasikan draft dan | 2.Akademisi 

mencatat berbagai | 3.Citi! Society 

keberatan dari masya- 

rakat dan stakeholder 

lain, dengan cara 

mengundang untuk 

diskusi dengan para 

stakeholder yang terkait, 

4.Masyarakat 

(BPD dan Keca- 

matan) 

5.Pers 

6.Dinas-Dinas 

Terkait Kab. Ba- 

  

dan perwakilan masya- | nyumas 
rakat Kab. Banyumas 7.LSM 

Diseminasi/Sosialisasi | Sosialisasi, sudah diga- | Idem - 

draft bung dengan Diskusi 

Publik 
  

Revisi draft Raperda Revisi diadakan setelah 
mendapat berbagai 

masukan dari tahap 
Diskusi Publik 

1.Dinas Terkait 

2.Bappeda 

    Pembahasan draft Ra- 

perda oleh DPRD   1. Pembentukan Pan- 

sus untuk memba- 

has Raperda yang 

melibatkan unsur- 

unsur lintas fraksi 

dan Komisi DPRD   1.Lintas Fraksi & 

Komisi 

2.Dinas Terkait 

3. Stakeholder 

4.Masyarakat 

5.LSM     
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Keterlibatan Ulama 

  

  

ais omponen Ter- sebagai bagian dari 
Fase/Tahapan Aktivitas K oe Pr ier 

masyarakat 

2. Pembahasan subs- 

tansi, aspek legal 

formal dan _ fi- 

nalisasi redaksional 

draft Raperda 

Pengesahan Perda Rapat Paripurna DPRD | 1.DPRD Kab Ba- 
Kabupaten untuk me- | nyumas 

netapkan Raperda 

menjadi Perda. Maka 

secara yuridis kegiatan 

yang akan dilaksa- 

nakan harus mengikuti 

apa yang telah digaris- 

kan dalam Perda terse- 

but. 

Sumber: (Data diambil Juli 2013)§ 

            
Berdasarkan aturan-aturan yang telah termaktub dalam 

perundang-undangan yang mengatur tentang partisipasi, dapat 

diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat harusnya 

berada dalam setiap tahap dalam proses penyusunan Perda. 

Elemen masyarakat ini biasanya diwakili oleh masyarakat yang 

terlibat langsung atau para tokoh masyarakat setempat Di Kab. 

Banyumas, tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah tokoh 

agama (ulama) mengingat berdasarkan data penduduk berdasar- 

kan agama, tampak mayoritas terbesar memeluk agama Islam, 

sehingga memiliki tokoh-tokoh agama dan para ulama di setiap 

daerah atau kampungnya. 

Masalahnya, berdasarkan data tabel di atas keikutsertaan para 

tokoh agama dan ulama di Kabupaten Banyumas dalam pem- 

buatan Perda belum dilaksanakan, kalaupun ada yang pernah 

dilibatkan, itupun hanya dalam tahap sosialisasi dan Musrenbang. 

Sebagaimana wawancara dengan Ketua Pengurus Muhamma- 

diyah Kabupaten Banyumas, sebagai berikut: “Organisasi Mu- 

hammadiyah belum pernah dilibatkan dalam pembahasan 

penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Banyumas, 

Kalaupun ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah, hanya 

berupa usulan-usulan yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah, 

itu pun bukan atas nama PDM akan tetapi sebagai tokoh masya- 

rakat biasa dan usulan-usulan tersebut tidak terkait dengan 
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rancangan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten 

Banyumas.” Artinya bahwa peran dan partisipasi dari ulama 
dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) belum optimal.’ 

Demikian juga menurut Ketua Harian LPP Al-Irsyad Purwo- 

kerto, sebagai berikut: “Pernah ada undangan dari Pemerintah 
Daerah (Pemda), tetapi bukan khusus membahas masalah 

Peraturan Daerah." Hal ini senada sebagaimana diungkapkan 

Sekretaris MUI sekaligus sebagai salah satu pengurus di NU 

(Nahdlatul Ulama), bahwa ulama diajak terlibat untuk berdiskusi 

hanya ada dalam forum Musrenbang (Musyawarah Rencana 
Pembangunan)." 

Usulan-usulan atau penggalian ide yang diminta dalam 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari masyarakat dalam 
hal ini tokoh agama (ulama) hanya berhenti pada usulan-usulan 
dan ide, tidak mengawalnya secara lengkap sebagai sebuah proses 
penyusunan Perda yaitu dari tahap perencanaan sampai ke- 
mudian Perda ini terbentuk. Proses partisipasi yang sebenarnya 
atau “genuine” yang memang sejak awal dilibatkan dalam pe- 
rencanaan, diskusi publik dan mengawalnya hingga Peraturan 
daerah itu disahkan oleh DPRD. 

Menurut Sudharto (2009), Partisipasi masyarakat sebenar- 
nya adalah bukan hanya sebagai cara untuk menghindari dan 
meredam protes di kemudian hari, atau dilakukan hanya sebagai 
formalitas melaksanakan undang-undang, tetapi partisipasi 
dilakukan untuk benar-benar memperoleh input dari masyarakat 
tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka. Untuk 
mencapai sasaran di atas, ada beberapa elemen partisipasi 
masyarakat yang harus dipenuhi. Pertama, adanya komunikasi 
dua arah yang terus-menerus. Kedua, informasi yang berkenaan 
dengan proyek atau rencana kegiatan disampaikan dengan 
bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif-informal, tetapi 
juga aktif-informal. 

Kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda di 
Kabupaten Banyumas dalam teori A ladders participation dari 
Arnstein, yang menjelaskan ada delapan tangga partisipasi 
masyarakat, yang kemudian dikenal dengan tipologi Arnstein, 
yaitu:' 
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Manipulation, bisa diartikan tidak ada komunikasi apalagi 

dialog; Therapy berarti ada komuniksi namun masih bersifat 

terbatas, inisiatif dari pemerintah dan hanya satu arah; Information 

menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapi 

masih bersifat satu arah; Consultation bermakna bahwa komu- 

nikasi telah berjalan dua arah; 

Dua tangga ke bawah dikategorikan sebagai non-partisipasi; 

tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat 

tokenism (pertanda) yaitu tingkat peran serta di mana masyarakat 

didengar dan berpendapat, tetapi tidak ada jaminan bahwa pan- 

dangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. 

Peran serta pada tingkat ini memiliki kemungkinan yang sangat 

kecil menghasilkan perubahan dalam masyarakat. 

Gambaran sistem hukum yang berkaitan dengan partisipasi 

masyarakat khususnya tokoh masyarakat, berupa tokoh agama 

(ulama) dalam proses penyusunan Perda (struktur, kultur, dan 

substansi) di Kabupaten Banyumas bila dianalisis berdasarkan 

teori A ladders participation dari Arnstein tentang kualitas par- 

tisipasi, maka kualitas partisipasi dalam penyusunan Perda ada 

pada tahap yang pertama dan kedua, yaitu tahap pemberian 

informasi dan tahap untuk menyampaikan pandangan dan 

tanggapan (walau pada proses ini pun, terkesan sekadar forma- 

litas), atau biasa disebut sebagai tahap partisipasi yang tokenism, 

seolah-olah ada partisipasi padahal tidak ada, karena belum 

sampai pada tahap melakukan kontak dan interaksi terus- 

menerus dengan agensi publik. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa, 

partisipasi masyarakat dalam hal ini ulama yang ada dalam 

proses penyusunan Perda berdasarkan teori tangga partisipasi 

Arnstein, ada pada tahapan Information, yaitu menyiratkan bahwa 

komunikasi sudah terjadi tetapi masih bersifat satu arah. Dalam 

tangga partisipasi adalah ada pada tangga ketiga, keempat dan 

kelima yang dikategorikan sebagai tingkat tokenism (pertanda) 

yaitu tingkat peran serta di mana masyarakat di dengar dan 

berpendapat, tetapi tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka 

akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Peran serta 

pada tingkat ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil 
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menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Padahal partisipasi 

masyarakat sungguh sangat dibutuhkan untuk terjadinya trans- 

formasi sosial. 

Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari pandangan 

kualitas partisipasi masyarakat. Secara kualitas partisipasi masya- 

rakat yang diwakili oleh tokoh agama (ulama) dalam penyusunan 

Peraturan daerah (Perda), jika dilihat dari segi kualitas yang ada 

di dalam tabel kualitas partisipasi adalah termasuk ke dalam 

partisipasi strategi. Artinya, partisipasi masyarakat yang ada 

dalam perencanaan atau tahap penyusunan Perda diadakan 

karena “sekadar” memenuhi standar sebuah rancangan atau pe- 

rencanaan yang memang harus melibatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembuatannya. Pihak pejabat pemerintah menganggap 

bahwa dengan adanya partisipasi dalam tahap sosialisasi dan 

diskusi publik, maka kredibilitas keputusan sudah sahih. 

1. KENDALA-KENDALA PARTISIPASI ULAMA 

DALAM PENYUSUNAN PERDA 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masya- 

rakat khususnya tokoh agama (ulama) dalam penyusunan Perda 

di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari proses bekerjanya 

sistem hukum tentang partisipasi masyarakat dan dari tokoh 

agama (ulama) sendiri, sebagai berikut: Lawrence M. Friedman 

mengemukakan bahwa untuk melihat proses bekerjanya sistem 

hukum harus melihat: 

a. Struktur Hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak di 
dalam suatu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk 
mendukung bekerjanya sistem hukum (seperti lembaga-lembaga 

hukum dan hubungan atau pembagian kekuasaan antarlembaga 

hukum); 

b. Substansi Hukum, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh 

sistem hukum yang, berupa norma-norma hukum, baik peraturan- 

peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para 

penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur hukum; dan 
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c. Kultur atau Budaya hukum, Friedman mengatakan bahwa 
substansi dan struktur merupakan komponen nyata dari sistem 

hukum, akan tetapi hal itu merupakan cetak biru saja/blueprint 

desain hukum dan belum mendeskripsikan yang sebenarnya dari 

cara kerja mesin hukum. Dengan demikian, budaya hukum 

merupakan ide-ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum 

sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem 

hukum memperoleh tempatnya yang logis." 

Secara struktur atau kelembagaan, Peraturan Daerah (Perda) 

disusun oleh Dinas-Dinas terkait dan atau DPRD. Secara subs- 

tansi, dalam Peraturan Perundang-undangan sudah diatur 

bahwa sejak dari awal penggalian ide-ide tentang akan dimun- 

culkannya suatu Perda harus melibatkan partisipasi masyarakat. 

Masyarakat di sini adalah berupa masyarakat yang akan terkena 

dampak langsung peraturan tersebut, tokoh masyarakat (di 

dalamnya terdapat tokoh agama/ulama), LSM, dan lain-lain. 

Berkaitan dengan peran tokoh agama/ulama dalam penyusunan 

Perda, secara struktur kelembagaan ulama di Banyumas terdapat 

MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. 

MUI Banyumas misalnya, saat ini terdiri dari berbagai ulama 

dan tokoh agama, yang berasal dari berbagai organisasi masya- 

rakat seperti NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, 

Al Irsyad, serta tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh 

perorangan. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah 

para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk 

memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indo- 

nesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasya- 

rakat yang diridhai Allah: 
memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keaga- 

maan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, 

meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah 

dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan 

persatuan dan kesatuan bangsa serta; 

menjadi penghubung antara ulama dan umaro (peme- 

rintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah 

guna mensukseskan pembangunan nasional, 
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meningkatkan hubungan serta kerjasama antarorganisasi, 
lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan 

bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat 

Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal 

balik. 

Berdasarkan data di atas, secara struktur kelembagaan orga- 
nisasi masyarakat, ulama dan tokoh agama Islam pada khususnya 

telah memiliki struktur kelembagaan yang kuat, para tokoh agama 

(ulama) sebagian besar telah bergabung dalam organisasi kema- 
syarakatan yang ada di Kabupaten Banyumas seperti MUI, NU, 

Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, Al-Irsyad, berbagai 

yayasan Islam, dan sebagainya. Salah satu tujuan struktur kelem- 

bagaan ini adalah menjadi penghubung antara ulama dan umaro 

(pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan 

pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional. 

Masalah belum optimalnya peran serta tokoh agama (ulama) 

dalam mewakili masyarakat dalam penyusunan Perda, lebih 

kepada kultur hukum, berupa kultur yang ada dalam kelem- 
bagaan, dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas terkait. 

Kultur patron-klien yang berakibat adanya ‘image’ atau anggapan 

masyarakat yang negatif terhadap pemerintah. Anggapan yang 

negatif terhadap pemerintah tersebut muncul karena beberapa 

sebab, di antaranya adalah: 

a. Adanya anggapan bahwa kebijakan pemerintah selama 
ini belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga 

masyarakat merasa tidak perlu terlibat langsung dan menyam- 

paikan aspirasinya; 

b. Belum terbukanya Pemerintah dalam proses penye- 

lenggaraan penataan ruang (informasi rencana tata ruang) dan 

adanya anggapan bahwa masyarakat hanya dijadikan objek 

pembangunan saja. Penyelenggaraan penataan ruang dianggap 

belum dilakukan secara transparan, serta belum efisien dan efektif; 

c. Rendahnya akuntabilitas Pemerintah dalam upaya-upaya 

penyelenggaraan penataan ruang yang terlihat dari adanya pe- 

nyimpangan di lapangan. 

d. Pemerintah masih menganggap bahwa ulama hanya 

berhubungan dengan keagamaan. 
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Hambatan dan kendala tersebut semakin besar, ketika terjadi 

perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat 

mengenai tingkat pelibatan peran masyarakat. Pemerintah 

menganggap dengan dilaksanakannya proses sosisalisasi dan 

konsultasi berarti pelibatan peran masyarakat sudah dilaksanakan. 

Adapun bagi masyarakat, proses pelibatan peran masyarakat 

adalah sampai dengan tahapan pengambilan keputusan. Dari sisi 

kesiapan Pemerintah, hambatan dan kendala terbesar adalah 

adanya resistensi birokrasi, karena menganggap masyarakat 

belum siap untuk dilibatkan. Kapasitas masyarakat dianggap 

masih terbatas, baik secara teknis maupun psikis (etika dan moral) 

dalam iklim demokrasi saat ini. Selain itu aparat pemerintah masih 

enggan mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat, 

terkait dengan persoalan atau kerumitan yang akan ditemui di 

kemudian hari bila peran masyarakat tersebut terlalu besar. 

Untuk itu, perlu dibangun kultur baru. Menurut Lawrence 

M. Friedman, kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial 

yang terus-menerus menggerakkan hukum. Kultur baru berupa 

perubahan pola pikir, sikap dan perilaku birokrat terkait dan 

masyarakat pada umumnya dalam cara memandang bahwa 

masing-masing stakeholder adalah sebagai mitra yang sejajar dan 

dapat bekerjasama dalam penyusunan Peraturan Daerah. 

Peraturan Daerah yang mengintegrasikan berbagai kepentingan 

para stakeholder akan lebih menyeimbangkan kepentingan 

lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya. Pada aras inilah 

perubahan kultur yang memandang alam sebagai satu kesatuan 

entitas dalam pembangunan akan lebih mudah dilakukan, 

sehingga dapat dibangun kultur birokrasi yang responsif dan 

holistik. 

Kendala dari faktor struktur hukum, dapat dilihat dalam 

perspektif teori sistem Niklas Luhmann, yaitu sistem autopoietic, 

salah satu karakteristik sistem autopoietic adalah sistem yang 

tertutup. Ini berarti bahwa satu organisasi yang tertutup akan 

sangat membatasi komunikasinya dengan hal yang tidak ada 

kaitan langsung antara sistem dengan lingkungannya. Sistem 

organisasi seperti ini dapat eksis karena pembatasan komunikasi 

ini.!> 
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Sistem autopotetic dalam masyarakat modern diterjemahkan 

ke dalam proses diferensiasi. Diferensiasi di dalam sistem adalah 

cara penanganan perubahan dalam lingkungannya. Masing- 

masing sistem harus menjaga batas-batasnya dalam hubungannya 

dengan lingkungannya. Jika tidak ia akan dikuasai oleh kom- 

pleksitas lingkungannya, ambruk dan berhenti eksis. Maka untuk 
berkomunikasi dengan sistemnya yang lebih luas sebuah organisasi 

memerlukan sebuah kode (code), ini dipakai untuk membatasi jenis 

komunikasi yang diperbolehkan. Setiap komunikasi yang tidak 

menggunakan kode itu bukan komunikasi yang masuk dalam 
sebuah sistem terkait dalam organisasi. Berdasarkan teori ini, jika 

pemerintah hanya menganggap bahwa tokoh agama (ulama) 

hanya berhubungan dengan masalah agama saja, dan tidak ber- 

hubungan sama sekali dengan “kode” dinas terkait maka 

komunikasi akan tertutup. 

2. Membangun Partisipasi dari Tokoh Agama (Ulama) 

Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten 

Banyumas 

Landasan Filosofi dan aturan hukum tentang partisipasi 

masyarakat terdapat dalam Pancasila Sila keempat, “Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya- 

waratan perwakilan”,!° dijabarkan dalam Undang-Undang No. 

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan, secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk 

Perda yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan 

masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 

pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan per- 

aturan daerah. Menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam 

ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat (1) UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga 

terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan 

masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 

pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 139 (1) tersebut 
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menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilak- 

sanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Partisipasi 

masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik 

masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good 

governance. Oleh karena itu, pelaksanaan partisipasi masyarakat 

dalam hal ini tokoh agama (ulama) dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur secara 

lebih jelas. 

Sedangkan alasan doktrinal yang terdapat dalam al-Qur’an 

penerapan peranan masyarakat dan ulama sebagai agen per- 
ubahan tersebut adalah QS. Ali Imron: 110, “Kamu adalah umat 

terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan 

kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah”. 

Konsep “umat terbaik” dalam ayat tersebut identik dengan 

konsep civil society yakni wilayah kehidupan sosial yang ter- 

organisasikan, bersifat sukarela, swasembada, swadaya, dan 

mandiri dalam berhadapan dengan negara, serta terikat dengan 

norma-norma dan sistem nilai yang dianut warganya. Civil society 

atau masyarakat madani, memiliki keharusan untuk beriman 

kepada Allah dan bertugas melaksanakan amar ma’‘ruf (huma- 

nisasi/emansipasi) dan nahi munkar (liberasi). Humanisasi ber- 

tujuan untuk memanusiakan manusia yang telah lama mengalami 

proses dehumanisasi sehingga wajah kemanusiaannya telah 
hilang; liberasi bertujuan untuk membebaskan bangsa dari 

kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan, 

dan kerakusan ekonomi; serta transendensi bertujuan untuk 

mengisi dimensi transendental-imanensi dalam kebudayaan yang 

selama ini telah tercemar oleh hedonisme dan materialisme. 

Transendensi ini merupakan bagian dari usaha untuk kembali 

kepada manusia yang hanif..” 

Ulama juga harus melakukan dakwah dalam arti yang se- 
sungguhnya. Peranan ini dapat diwujudkan dengan membentuk 

jaringan yang kuat antarsesama ulama agar mereka dapat 

berkomunikasi satu sama lain secara lancar maupun dengan 

‘umara (pemerintah). Jaringan tersebut dapat diwujudkan dalam 

bentuk lembaga-lembaga independen di mana mereka dapat 
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mendiskusikan berbagai persoalan baik keagamaan, ekonomi, 

politik dan sosial budaya. Lembaga-lembaga yang telah ada harus 

diefektifkan dan betul-betul diorientasikan ke arah perjuangan- 

perjuangan transformatif dengan jalan yang demokratik, bukan 

untuk melegitimasi kekuasaan. 

Untuk mewujudkan perubahan masyarakat yang transfor- 

matif dan mengembangkan nilai demokratik dari tatanan hukum, 

maka diperlukan perluasan partisipasi hukum. Perluasan ini juga 

dapat memberikan kontribusi pada kompetensi institusi-institusi 
hukum. Ada suatu kondisi paralel yang memberikan instruksi 
dalam upaya berbagai organisasi modern untuk mendorong 

pembuatan keputusan yang partisipatif. Gaya administrasi baru 

perlu dikembangkan yang oleh Nonet Selznick disebut sebagai 

Post-Birokratik. 

Dalam gaya administrasi Kabupaten Banyumas masih belum 

tampak adanya pelimpahan kewenangan yang luas untuk 

memobilisasi dan menyebarkan sumber-sumber dalam rangka 

tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, terlihat juga belum 

diterimanya pengawasan dan loyalitas ganda demi mendorong 

kemandirian penilaian yang terjadi, misalnya, ketika partisipasi 

organisasional dikualifikasikan sebagai komitmen-komitmen dan 
aspirasi-aspirasi dari masyarakat secara professional.'® 

Ditinjau dari teori komunikasi Habermas, dapat dijelaskan 

bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penataan ruang 

belum demokratis karena belum memenuhi syarat adanya dialog 

dalam perumusan hukum. Teori ini dapat menjelaskan bahwa 

proses pembentukan hukum, dalam hal ini proses pembentukan 

peraturan daerah (perda), tidak dapat dipisahkan dari interaksi 

komunikasi para legislator dengan masyarakat. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa baik atau buruknya peraturan daerah 

RTRW sangat dipengaruhi oleh corak komunikasi atau dialog para 
legislator pada saat pembentukan undang-undang. 

Menurut Habermas, perbincangan (diskursus) yang bisa 

dikategorikan sebagai perbincangan yang baik harus memenuhi 

beberapa syarat. Syarat itu antara lain, adalah bahwa individu 

atau masyarakat yang terlibat dalam dialog harus sepenuhnya 
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bebas dari tekanan, dipandang dan diperlakukan sejajar sebagai 

mitra serta mampu berpikir rasional. Di dalam komunikasi 
dipercaya bahwa di samping benturan kepentingan, masih ter- 

dapat kesamaan visi yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai 

kepentingan bersama. 
Dalam partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi, ma- 

syarakat mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan 

keputusan. Dalam kedudukan yang seimbang akan lahir ke- 

mampuan tawar-menawar yang sama antara pemrakarsa dan 
masyarakat. Untuk mengefektifkan peran serta masyarakat 

mutlak dibutuhkan prakondisi-prakondisi. Hardjasoemantri 

merumuskan syarat-syarat agar peran serta masyarakat menjadi 

efektif dan berdaya guna, sebagai berikut. 
Pertama, pemastian penerimaan informasi dengan mewa- 

jibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya; 

Kedua, informasi lintas batas (transfrontier information); Ketiga, 

informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta 

masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti 

mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Dengan demikian, 

masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan meng- 

usulkan alternatif-alternatif pilihan; Keempat, informasi yang 

lengkap dan menyeluruh (comprehensive information); Kelima, 

informasi yang dapat dipahami (comprehensible information). 

Kultur hukum, kultur patron-klien yang menyebabkan ketidak- 

sejajaran antara pemerintah dan masyarakat, yang berakibat 

adanya ‘image’ atau anggapan masyarakat yang negatif terhadap 

Pemerintah. Anggapan yang negatif terhadap Pemerintah tersebut 
muncul karena beberapa sebab, di antaranya adalah: Adanya 

anggapan bahwa Kebijakan Pemerintah selama ini belum sepe- 

nuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

merasa tidak perlu terlibat langsung dan menyampaikan aspi- 

rasinya; Belum terbukanya Pemerintah dalam proses penye- 

lenggaraan pembangunan dan adanya anggapan bahwa masya- 

rakat hanya dijadikan objek pembangunan saja. Penyelenggaraan 

pemerintahan dianggap belum dilakukan secara transparan, serta 

belum efisien dan efektif; Rendahnya akuntabilitas Pemerintah 
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dalam upaya-upaya penyelenggaraan pembangunan yang terlihat 

dari adanya penyimpangan di lapangan. Hambatan dan kendala 

tersebut semakin besar, ketika terjadi perbedaan pemahaman 

antara Pemerintah dan masyarakat mengenai tingkat pelibatan 

peran masyarakat. Pemerintah menganggap dengan dilaksana- 

kannya proses sosialisasi dan konsultasi berarti pelibatan peran 

masyarakat sudah dilaksanakan. Adapun bagi masyarakat, pro- 

ses pelibatan peran masyarakat adalah sampai dengan tahapan 
pengambilan keputusan. 

Dari sisi kesiapan Pemerintah, hambatan dan kendala terbesar 

adalah adanya resistensi birokrasi, karena menganggap ma- 

syarakat belum siap untuk dilibatkan. Kapasitas masyarakat di- 

anggap masih terbatas, baik secara teknis maupun psikis (etika 

dan moral) dalam iklim demokrasi saat ini. Selain itu aparat 

Pemerintah masih enggan mendelegasikan kewenangannya 
kepada masyarakat, terkait dengan persoalan atau kerumitan yang 
akan ditemui di kemudian hari bila peran masyarakat tersebut 
terlalu besar. 

Dalam berbagai kasus pengelolaan daerah kaitannya dengan 
Perda di era Otonomi Daerah tampak pengaruh yang besar dari 
pertimbangan ekonomi, dalam rangka mengejar target PAD (Pen- 
dapatan Asli Daerah) karena memang dalam bahasa sibernetika 
dari Talcott Parson, ekonomi mempunyai persediaan energi yang 
lebih besar daripada hukum, sehingga hukum sering “kalah” 
untuk kepentingan yang memiliki energi yang lebih besar yaitu 
ekonomi Hasilnya adalah kebijakan-kebijakan berupa Peraturan 
Daerah yang mengesampingkan faktor lainnya yaitu kehidupan 
beragama, lingkungan hidup, dan sosial budaya masyarakat. Hal 
ini yang menyebabkan ketidakadilan sosial pada masyarakat. 

Hambatan dari masyarakat sendiri, dalam hal ini tokoh ma- 
syarakat, tokoh agama (ulama), berupa ketidaksiapan para ulama 
dalam menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dalam 
segala bidang. Ketidaksiapan ini dapat dilihat dari berbagai orga- 
nisasi kemasyarakatan yang berbasis agama Islam, yang belum 
optimal dalam memberdayakan sumber daya manusianya dalam 
berbagai bidang yang berhubungan dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, ekonomi, hukum, dan sebagainya. 
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Untuk itu, perlu dibangun kultur baru. Menurut Lawrence 

M Friedman, kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial 

yang terus-menerus menggerakkan hukum. Kultur baru berupa 

perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku birokrat terkait dan 

masyarakat pada umumnya dalam cara memandang bahwa 

masing-masing stakeholder adalah sebagai mitra yang sejajar dan 

dapat bekerjasama dalam penyusunan Perda. Kultur baru bahwa 

Pemerintah (Umara) dan tokoh agama (ulama) adalah sebagai 

mitra yang sejajar. Dalam kultur mitra sejajar, Pemerintah (umaro) 

maupun tokoh agama (ulama) merupakan mitra atau pariner yang 

saling membutuhkan dan saling bekerjasama secara sejajar dalam 

penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan. 

Peraturan Daerah (Perda) yang mengintegrasikan berbagai 

kepentingan para stakeholder akan lebih menyeimbangkan kepen- 

tingan ekonomi, agama, sosial budaya dan lingkungan hidup.”° 

Pada aras inilah perubahan kultur yang memandang masyarakat 

dan para tokoh agama (ulama) sebagai satu kesatuan baik secara 

ekonomi dan sosial budaya dalam pembangunan akan lebih 

mudah dilakukan. Untuk itu, perlu dibangun kultur baru. Kultur 

berupa perubahan pola pikir, sikap dan perilaku birokrat terkait 

dan masyarakat pada umumnya, bahwa dalam penataan ruang 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah hubungan 

kemitraan yang harmonis, saling terkait dan membutuhkan, 

pemerintah adalah fasilitator dalam proses kebijakan sebagai 

berikut: 

* Peranan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah 

berfungsi sebagai fasilitator, regulator, mediator yang mampu 

membuat rule of the game yang demokratis yang mampu menjamin 

dan memberikan peluang bagi keterlibatan masyarakat dan 

swasta di daerah. 

* Peranswasta adalah lebih memposisikan diri sebagai fungsi 

supporting dalam bentuk investasi pembangunan. Pihak swasta 

dapat menyediakan sumber-sumber keuangan serta tenaga- 

tenaga expert dalam menunjang pembangunan di daerah. 

* Masyarakat sebagai inisiator pembangunan di daerah, 

sangatlah dituntut untuk memberdayakan dirinya melalui 
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penguatan kelembagaan yang mampu men-design, terlibat aktif 

dalam pembangunan, serta mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai 

dari pembangunan di daerah. 

* Ulama sebagai bagian dari masyarakat, yang dianggap 

memiliki tugas utama adalah menyelenggarakan pendidikan dan 

pencerdasan terhadap kehidupan masyarakat. Para ulama 

berkewajiban menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada 

masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian terpenting 
dalam sistem budaya yang kemudian diwujudkan dalam sikap 

dan perilaku.Ulama juga harus melakukan dakwah dalam arti 

yang sesungguhnya. Peranan ini dapat diwujudkan dengan 

membentuk jaringan yang kuat antarsesama ulama agar mereka 
dapat berkomunikasi satu sama lain secara lancar maupun dengan 
“umara (pemerintah). Syarat utama untuk menjalankan peranan 
ini bagi ulama adalah adanya kemandirian, sikap kritis, dan 
idealisme untuk melakukan amar ma’ruf wa nahi munkar.! 

F. KESIMPULAN 

1. Sinergitas yang tinggi antara pemerintah, sektor privat dan 
masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan 
pembangunan suatu bangsa pada zamannya. Era otonomi daerah 
sekarang ini, tentunya menjadi momentum pemberdayaan 
masyarakat lokal, yang selama masa era sentralisasi ternyata 
belum menciptakan masyarakat daerah yang lebih berdaya. Jiwa 
dan aturan dalam Otonomi Daerah saat ini sangat menjamin 
masyarakat di daerah untuk memberdayakan dirinya. 

2. Partisipasi tokoh agama (ulama) sebagai salah satu stake- 
holder pembangunan dalam penyusunan Peraturan Daerah 
(Perda) di Kabupaten Banyumas ada pada level tokenism, artinya 
bahwa partisipasi itu seolah-olah ada padahal belum berupa par- 
tisipasi yang sebenarnya atau bukan partisipasi yang genuine. 
Ulama hanya diundang pada tahap musyawarah rencana pem- 
bangunan. Dalam tahap ini belum ada penggalian ide untuk 
terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) secara khusus. Pelibatan 
partisipasi ulama dalam proses penyusunan Perda untuk tahap 
selanjutnya yaitu pembentukan TOR, penyusunan naskah 
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akademik, public hearing atau diskusi publik, sampai kemudian 

disahkan, ulama tidak dilibatkan. Hal ini tidak sesuai dengan 

aturan normatif dan filosofi pembentukan peraturan perundang- 

undangan, yang mengatur bahwa dalam penyusunan Perundang- 

undangan termasuk Perda, harus melibatkan masyarakat, dan 

dalam unsur masyarakat harus mengikuti keadaan empiris kehi- 

dupan keagamaan sosial budaya masyarakat setempat. Di Kabu- 

paten Banyumas yang mayoritas beragama Islam maka peranan 

tokoh agama (ulama) merupakan salah satu stakeholder penting 

untuk berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan daerah (Perda) 

sehingga tercapai penyelenggaraan pembangunan yang dapat 

mengakomodir berbagai kepentingan seperti ekonomi, kehidupan 

keagamaan dan sosial budaya setempat, lingkungan hidup, dan 

lain sebagainya. 

3. Kendala atau hambatan partisipasi ulama dalam penyu- 

sunan Perda, dilihat dari proses bekerjanya hukum, adalah bahwa 

secara kultur dalam birokrasi (internal legal culture), bahwa biro- 

krasi pemerintah masih bersifat tertutup atau belum partisipatif 

dan responsif. Budaya patron-klien yang ada dalam birokrasi yang 

menganggap pemerintah sebagai patron yang mengatur dan 

masyarakat adalah yang menjalankan semua perintah menyulit- 

kan partisipasi masyarakat tokoh agama (ulama) untuk berpar- 

tisipasi dalam penyusunan Perda. Hambatan lainnya dari struktur 

kelembagaan organisasi masyarakat yang menaungi para tokoh 

agama ini juga memiliki kelemahan, yaitu belum optimalnya 

mengembangkan sumber daya manusia mengikuti kemajuan dan 

sikap yang pro aktif dalam berpartisipasi dalam penyusunan 

Perda. 

4. Berdasarkan cita hukum Pancasila sila keempat, alasan 

doktrinal yang ada dalam al-Qur’an dan kultur budaya dan ke- 

hidupan beragama di Kabupaten Banyumas, dapat dibangun 

kultur baru dalam penyusunan Perda yaitu kultur mitra sejajar 

antara pemerintah (umaro) dengan tokoh agama (ulama) untuk 

liberasi (amar maruf nahi munkar). Hubungan sebagai mitra sejajar 

akan menghilangkan budaya patron-klien yang menyebabkan 

terhambatnya partisipasi. Sebagai mitra sejajar dalam penyusunan 
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Perda, maka masyarakat dan ulama akan duduk bersama dengan 

pemerintah dalam proses penyusunan Raperda sampai menjadi 

Perda, yaitu sejak dari tahap penggalian ide, pembuatan TOR, 

penyusunan naskah akademik, publik hearing atau diskusi publik, 
sosialisasi Raperda, diskusi Raperda di DPRD, sampai kemudian 
terbentuknya Perda dengan disahkannya oleh DPRD. 
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